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TENTAXG

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) khusus dalam penyusunan
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi l.ampung, perlu adanya standar satuan harga
barang dan jasa yang digunakan sebagai dasar untuk
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutlan bahwa analisis standar
belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis
digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan
huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya beg'alan
lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan
Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi La.mpung Tahun
2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung;

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentatg Cipta Kefa
menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 2g
Tahun 2020;

Mengingat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Tahun 2Ol9 tentang
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20 l8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tenta ng Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}run 2O2O

tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi L^ampung Nomor 19 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l.ampung Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Gubernur La.mpung Nomor 39 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun ?nggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

ITEPUTUSAN SENRTTARIS DAERAH TENTANG
PEMBEI{TI'XAI| TTT PELAKSAI{A DAI{ SEKR.ET'ARIAT TIM
PELAIGAITA PEIIYT'ST'ICA.II STAITDAR SATUAI{ TIARGA
BARAITG DAI{ JASA PEUERII|TAII PROVIilSI LAUPI'NG.

Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana
Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Iampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
terdiri dari Tim Tingkat I (Pembahas Finalisasi SSH) dan Tim
Tingkat II (Pembahas Teknis SSH) yang masing-masing
mempunyai tuga.s sebagai berikut:
1. Tim Tingkat I (Pembahas Finalisasi SSH) bertugas:

a. Membahas, memverifikasi dan menyepakati seluruh
standar satuan harga barang dan jasa perolehan dari
usulan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Tim
Tingkat II (Pembahas Teknis SSH);

b. Membahas, memverifikasi standar satuan harga barang
dan jasa perolehan dari usulan prangkat Daerah yang
tidak dapat diputuskan oleh Tim Tingkat II (pembahas
Teknis SSH); dan

c. Membahas, memverifikasi seluruh standar satuan harga
barang dan jasa yang telah disusun oleh Tim Tingkat- I
(Pembahas Finalisasi SSH).
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2. Tim Tingkat II (Pembahas Teknis SSH) bertugas:
a. Menyusun standar satuan harga barang dan jasa yang

terdiri dari:
(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

menyusun standar satuan harga barang dan jasa
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan standar satuan harga kebutuhan umum
penyusunan rencana ke{a dan anggaran;

(2) Biro Administrasi Pembangunan menyusun standar
satuan harga honorarium atau upah tenaga ahli dan
pendukung kantor atau kegiatan; dan

(3) Bidang Peke{aan Umum menyusun standar satuan
harga barang jasa kebutuhan peke{aan konstruksi
dan harga satuan bangunan gedung negara.

b. Meneliti, memverifikasi dan memposting usulan standar
satuan harga barang dan jasa dari perangkat daerah.

c. Menyusun draf Buku Peraturan Kepala Daerah tentang
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung.

d. Menyampaikan standar satuan harga barang dan jasa
perolehan dari usulan Prangkat Daerah yang telah
diverilikasi dan standar satuan harga barang dan jasa
yang telah disusun oleh Tim Tingkat I (Pembahas
Finalisasi SSH) kepada Tingkat II (Pembahas Teknis SSH)
untuk dibahas, diverifikasi dan disepakati berasama.

Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yalg berkaitan

dengan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang
dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara; dan

b. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi
dan pertemuan tentang penyusunan standar satuan harga
barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Selcetariat
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
bertanggunglawab kepada Gubemur la.mpung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelalsana dan Sekretariat
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
diberikan honorarium perorzrng, perbulan, terhitung sejak bulan
Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur
la.mpung Nomor 2O Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi L^ampung Tahun Anggaran 2O2S pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi I-ampung dengan kode rekening
5. l.o2.o2.ol.ooo4-5.O2.03. 1.Ol.OOO1.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Ti-m, dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH



KEDELAPAN

Tembusar:
1. Ketua DPRD Provinsi tampung di Telukbetung;
2. lnspektur Provinsi lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di TelukbetunS;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tangsal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 AWi\ 2025

PJ. SEIREf,ARIS DATRAII,

MUHAUMAD FIRSADA



5

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMoR : G/ $\l lvt.o2lHKl2o2s
TANGGAL: i0 APri\ 20'25

SUSUNAN PERSOI|ALIA TIM PELAKSAJCA PEIIYUST'IYAN STANDAR SATUAN
IIARGA BARAITG DAIT JASA PEilERII|TAII PROVTITSI L/I"UPUI{G TAHUIT 2025

II.

III. Ketua Tim Tk. I (Pembahas
Finalisasi SSH)

IV. Ketua Tim Tk. II
(Pembahas Teknis SSH)

V. Sekretaris/Koordinator
Merangkap Anggota Tim
Pembahas Teknis SSH

VI Anggota Tim Pembahas
Finalisasi SSH

VII. Anggota Tim Pembahas
Teknis SSH

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Selrretaris Daerah Provinsi Lampung.

2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Provinsi l.ampung.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung.

1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
lampung.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi I-ampun g.

3. Rita Anita, S.Sos (Analis Kebijakan Ahli
Madya Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

l. Karlina, S.H., M.S.Ak (Auditor Muda
Inspektorat Provinsi Lampung).

2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung.

3. M. Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP., M.Si
(Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-undangan Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi t^ampung).

l. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi I^ampung.

2. Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina
Marga dan Bina Konstmksi Prorrinsi
Lampung.

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Perubahan Status Hukum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi la.mpung.

4. Edi Firdaus, S.P., M.lP (Analis Keuangan
Pusat dalr Daerah Ahli Muda Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi t^ampung).

5. Dede Sulaiman, S.T., M.T (Fungsional Teknik
Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas
Perumahan, Kawasan permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung).

Pengarah

Penanggunglawab
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6. Mirza Yunizar, S.T., M.T (Fungsional Teknik
Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi L,ampung).

7. Andi Ahmad Yusuf, S.Kom., M.M
(Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung).

8. Muhammad Andi Wibowo, S.T (Analis
Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Lampung).

9. Triana Damayanti, S.P., M.M (Penelaah
Teknis Kebijat<an Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
La.mpung).

10. Heny Devianti, S.E., M.S.Ak (Penelaah
Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

11. Kurnia Adhari, S.Kom., M.T.I (Penelaah
Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
l,ampung).

12. Awan Ardi Putranto, S.E (Penelaah Teknis
Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

13. Ratmono Susanto, A.Md (Pengolah Data dan
Informasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

PJ. SEXRETARTS DAERAH,

MI'HAIUMAD FIRSADA
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 3\\ /vt.o2/HKl'202s

nq AQ(i\ 2 2

SUSt'TAI{ PERSOTALIA STXRETARIAT TIU PTLAI(AATA
PETYI'SI'TAI| STATDAR SA?UAT HAN,GA BARATG DAIT JASA PEUERIITTAH

PROVITSI LAilPI'TG TAIIUT 2(}25

L Ketua Haris Setiawan, S.P (Penelaah Teknis Kebijakan Badan
Pengelol,aan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
lampung).

M. Andy Parangin Angin, S.E., M.M (Penelaah Teknis
Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
hovinsi lampung).

1. Robby Muchtar, S.E., M.M {Penel,aah Teloris Kebijakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung).

2. Hendra Dn'i Jayanto (Telmisi Survei l,alu Lintas Jalan
Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

3. Yulyadi, S.E (PeneLaah Teknis Kebijakan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

4. Farel Akrom RZ, A.Md (Pengolah Data dan Informasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi l^ampung).

5. Putrika Ramadona, A.Md (Pengelola Data Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung).

II. Wakil Ketua

III. Anggota

PJ. SETGSTARTS DAERAH,

MT'HAIUMAD FIRSADA


